
 

 
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA 

 

SIARAN PERS 

  

PENGAWASAN KPAI  

TERHADAP KASUS KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS ANAK  

DI SALAH SATU SEKOLAH SWASTA SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN 

 

 

Kasus Kekerasan Fisik dan/atau Psikis (perundungan/bullying) yang menimpa 

anak AL (Lk,17) yang diduga dilakukan oleh 8 anak siswa dan 3 orang dewasa di salah 

satu sekolah swasta di Serpong memberikan dampak yang mengancam semua pihak 

yang terlibat, tidak hanya bagi anak yang di-bully tetapi juga bagi pelaku bahkan bagi 

anak-anak yang menyaksikan bullying tersebut serta berdampak juga bagi sekolah. 

Dampak dari kasus ini tidak bisa dianggap sepele, dan semakin menyadarkan kita semua 

untuk lebih memperhatikan anak-anak korban perundungan.  

 

Menyikapi kasus ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan 

pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak terhadap kasus tersebut, 

yaitu sebagai berikut: 

 

● KPAI berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan dalam rangka telaah 

dengan mengkaji informasi sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang 

komprehensif dan utuh pada, 19 Februari 2024; 

● Tanggal 20 Februari 2024, KPAI melakukan pengawasan langsung ke Polres 

Metro Tangerang Selatan untuk melakukan asistensi dengan Polda Metro Jaya, 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) 

dan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya KPAI bertemu dengan anak 

korban dan orang tua yang sedang mendapatkan pendampingan psikologis. 

Sekaligus KPAI berkoordinasi dengan pendamping hukum anak korban dan UPTD 

PPA Kota Tangerang Selatan untuk rencana penerjunan Pekerja Sosial (Peksos). 

● Tanggal 21 Februari 2024 KPAI bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbud 

Ristek, Kemen PPPA, Kementerian Sosial dan DP3AP2KB Kota Tangerang 

Selatan menemui pihak Sekolah Binus School Serpong dan ditemui oleh tim kuasa 

hukum, bukan Kepala Sekolah. Dalam pertemuan itu, pihak sekolah 



 

menyampaikan informasi bahwa anak yang terlibat saat ini masih bersekolah 

dengan menjalani pembelajaran jarak jauh dan tetap dipantau oleh sekolah, 

sehingga hak pendidikannya tetap didapatkan. Pihak sekolah juga menyampaikan 

telah membentuk Satuan Tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 

(Satgas TPPK) dan memiliki program yang tidak mentolerir adanya kekerasan di 

lingkungan sekolah. Sekolah juga memutuskan akan melindungi hak pendidikan 

anak-anak yang terlibat. Selanjutnya KPAI mengunjungi Tempat Kejadian Perkara 

(TKP) yang berada dekat dengan sekolah, lokasi TKP berada di tengah 

perkampungan warga dengan lokasi yang cukup berdekatan dengan tetangga. 

Melihat TKP yang berada di perkampungan, mestinya menjadi perhatian warga 

sekitar.  

● Tanggal 22 Februari 2024 KPAI mengawasi proses pemanggilan anak saksi dan 

memastikan anak-anak sudah mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali 

murid, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan psikolog. Pada saat mendengar saksi 

diketahui bahwa mereka sudah dikeluarkan dari sekolah. 

● Tanggal 23 Februari 2024 KPAI memastikan proses pengisian Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) saksi selesai dan mendesak agar segera dilakukan gelar 

perkara. Kemudian KPAI bersama Itjen Kemendikbud Ristek dan KemenPPPA 

menemui sekolah, namun KPAI dan Kemen PPPA tidak mendapatkan respon 

yang positif dari pihak sekolah. Kedatangan kedua, KPAI melakukan klarifikasi 

informasi yang diberikan dari pihak sekolah atas hak pendidikan anak, namun 

upaya gagal karena ketidakterbukaan pihak sekolah. Selanjutnya KPAI 

mengadakan pertemuan dengan Kemen PPPA, DP3AP2KB Kota Tangerang 

Selatan dan orang tua siswa dengan mendengarkan informasi dari orang tua 

tentang hak pendidikan anak saksi, hadir perwakilan 3 orang anak saksi. Dalam 

pertemuan ini Itjen Kemendikbud Ristek menyampaikan akan memastikan siswa 

yang terlibat tidak hilang hak atas pendidikan serta dapat mengikuti ujian kelas 12.  

 

Data KPAI tahun 2023 mencatat 137 kasus anak korban perundungan di satuan 

pendidikan (tanpa LP) dan 411 kasus anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis serta 

3 kasus anak pelaku perundungan di satuan pendidikan (tanpa LP) dan 158 anak 

berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku). Sehingga ini menjadi perhatian bersama 

agar terus secara massif meningkatkan literasi terkait perundungan/bullying baik itu 

pencegahan maupun penanganannya, sebab kasus perundungan berupa bully dan 

kekerasan fisik yang terjadi didunia pendidikan, baik yang dilakukan oleh pendidik 

maupun sesama peserta didik dapat menyebabkan korban meninggal dunia.  

 

 

Penyelesaian kasus yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan dinas 

terkait, cenderung belum menerapkan upaya-upaya perlindungan khusus bagi anak 



 

sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 59A yakni Perlindungan 

Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya: a. penanganan yang cepat, termasuk 

pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan 

penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. pendampingan psikososial pada saat 

pengobatan sampai pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari 

Keluarga tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap 

proses peradilan. 

 

Sehingga sebagaimana salah satu tugas KPAI yakni memberikan masukan dan 

usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, KPAI  

merekomendasikan beberapa hal terkait sebagai berikut: 

 

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, agar dapat mengkoordinasikan penyelesaian dan 

pengawasan terkait dengan pemenuhan hak anak korban dan anak berhadapan 

dengan hukum terutama pada aspek pendidikan, pendampingan, dan rehabilitasi.  

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia, agar memberikan perhatian dan pendampingan secara penuh terutama 

pada pelayanan yang masih diperlukan di lapangan.  

3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 

agar memberikan kesempatan kepada anak yang terlibat untuk melakukan ujian 

dan menuntaskan pendidikan di bangku SMA, dan melakukan Evaluasi 

menyeluruh terhadap sistem pendidikan berbasis internasional dengan tetap 

mengakomodasi sistem pendidikan di Indonesia. 

4. Kepolisian Republik Indonesia agar memberikan atensi pada kasus ini sehingga 

penyelesaian kasus bisa berjalan dengan cepat dengan tetap memperhatikan 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

5. Walikota Tangerang Selatan agar memberikan atensi pada kasus ini, mengingat 

kejadian kekerasan saat ini juga terjadi di sekolah yang sama.  

6. Kepolisian Resor Metro Tangerang Selatan, agar menuntaskan kasus ini dengan 

cepat dan profesional serta tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi 

anak. 

7. Dinas Pendidikan Provinsi Banten, agar mengawal kasus ini dengan tetap 

memperhatikan pemenuhan hak anak dan mendengarkan informasi dengan 

seksama dan berimbang dari berbagai pihak.  

8. DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan, agar memberikan pendampingan kasus 

dengan upaya maksimal hingga tuntas. 

9. UPTD PPA Kota Tangerang Selatan, agar senantiasa memberikan pendampingan 

kasus, terutama pada anak korban dan keluarga.  



 

10. Kepala Sekolah Binus School Serpong, agar membuka diri dan memberikan 

informasi yang sebenar-benarnya dan menerima masukan dari berbagai pihak, 

serta mempertimbangkan hak pendidikan anak yang terlibat, dan memastikan 

kerjasama antara sekolah, orang tua/wali murid dan dinas pendidikan untuk 

memantau aktivitas siswa di media sosial dan memantau keterlibatan siswa dalam 

kelompok-kelompok atau gank. 

 

Harapan KPAI dengan memberikan beberapa rekomendasi ini agar Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya meningkatkan komitmennya dalam 

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus 

kepada Anak.  

 

Jakarta, 27 Februari 2024 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

 

Anggota KPAI, 

Diyah Puspitarini - Klaster anak korban kekerasan fisik/psikis 

Aris Adi Leksono - Klaster pendidikan, waktu luang, dan agama 

 

 

 

 

 
Narahubung: 

Humas KPAI : 0813-8089-0405 

 

 


